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PUTUSAN

Nomor 6303/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  pada  hari  itu  juga

dengan register perkara Nomor  6303/Pdt.G/2024/PA.Tgrs,  mengemukakan hal-hal

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan

perkawinan  pada  hari  Selasa,  tanggal  10  Januari  2023,  yang  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang,  Provinsi  Jawa  Barat,  berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 3215011012023022, tertanggal 10 Januari 2023;  

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di

Perum  PWS  Blok  A1  31  No.5  Rt.007  Rw.003,  Desa  Margasari,  Kecamatan

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  

3. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

melakukan  hubungan  suami  isteri  (ba'da  dukhul)  namun  belum  dikaruniai

keturunan. 
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4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

berjalan  dengan harmonis,  namun sejak  awal  menikah tahun 2023,  keadaan

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  karena  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1  Antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  ada  kecocokan  dalam

membina rumah tangga;

4.2 Sifat Pemohon dan Termohon sangat bertolak belakang antara satu dengan

yang lain;  

4.3  Pemohon  dan  Termohon  sudah  sepakat  untuk  mengurus  perceraian  di

Pengadilan;  

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2024, Termohon pergi meninggalkan

tempat  kediaman  bersama,  dikarenakan  Termohon  menyatakan  sudah  tidak

nyaman lagi tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan

Termohon  sudah  pisah  rumah  sampai  sekarang  dan  tidak  lagi  berhubungan

selayaknya suami isteri;  

6. Bahwa antara  keluarga  Pemohon dengan  Termohon  sudah  mencari  solusi

agar Pemohon dan Termohon tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;  

7. Bahwa  akibat  tersebut  di  atas  Pemohon  telah  menderita  lahir  batin  dan

Pemohon  tidak  ridho  atas  perlakuan  Termohon  terhadap  Pemohon  serta

Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Termohon  oleh  karenanya  Pemohon berkesimpulan  satu-satunya jalan  keluar

yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;  

8. Bahwa  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  permohonan  Pemohon  telah

memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19  PP No.  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;  

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut : 
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Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama Tigaraksa  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  471.1/241/Ds.Mgs/X/2024  atas  nama

Pemohon  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Margasari,  Kecamatan

Tigaraksa,  Kabupaten  Tangerang,  tertanggal  21  Oktober  2024,  bukti  surat
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tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Karawang Barat Kabupaten Karawang

Provinsi  Jawa  Barat,  Nomor  3215011012023022  Tanggal  10  Januari  2023,

bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.2;

Saksi.

1.  Saksi 1,  umur 30 tahun,  agama Islam, pendidikan S1,  pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jl Agung Utara RT 002 RT 002 RW 003 Kelurahan Sunter

Agung  Kecamatan  Tanjung  Priok  Kota  Jakarta  Utara, di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam

hubungan sebagai teman kerja Pemohon;  

  Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 10 Januari 2023;  

  Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

alamat  Perum  PWS  Blok  A1  31  No.5  Rt.007  Rw.003,  Desa  Margasari,

Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  

  Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak;  

  Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis  namun sejak  awal  menikah yakni  bulan Januari  2023 kehidupan

rumah tangga antara  Pemohon dengan Termohon tidak  lagi  harmonis  dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

  Bahwa sering mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon

bertengkar lewat telepon; 
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  Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan

Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

  Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

sejak bulan Mei 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama;  

  Bahwa  dari  pihak  keluarga  sudah  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut

tidak berhasil; 

 2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jl Agung Utara RT 002 RT 002 RW 003 Kelurahan Sunter

Agung  Kecamatan  Tanjung  Priok  Kota  Jakarta  Utara,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam

hubungan sebagai teman kerja Pemohon;  

  Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 10 Januari 2023;  

  Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

alamat  Perum  PWS  Blok  A1  31  No.5  Rt.007  Rw.003,  Desa  Margasari,

Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  

  Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak;  

  Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis  namun sejak  awal  menikah yakni  bulan Januari  2023 kehidupan

rumah tangga antara  Pemohon dengan Termohon tidak  lagi  harmonis  dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

  Bahwa saksi  tidak  pernah  mendengar  Pemohon dengan  Termohon

bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi; 

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6303/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan

Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

ada kecocokan dalam membina rumah tangga;

  Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

sejak bulan Mei 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama;  

  Bahwa  dari  pihak  keluarga  sudah  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut

tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  menerima  dan

membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon

putusan;

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  tetap  bercerai  dengan

Termohon, mohon putusan;   

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang dicatat  dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon  dan

Termohon  dengan mencocokkan pada kartu identitas diri Pemohon  bukti (P.1) serta

relaas panggilan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon  berdomisili di wilayah

hukum  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  maka  sesuai  dengan  Pasal  66  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah

dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,

Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara

ini;
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Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat

yang  berwenang  dan  fotokopi  tersebut  telah  diberi  meterai  serta  dicap  pos

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal

165 HIR Juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya

Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang,  bahwa bukti  (P.2)  berhubungan  langsung  dengan  perkara  ini,

yang  menerangkan  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

pernikahan pada tanggal 10 Januari  2023 yang tercatat di  Kantor Urusan Agama

KUA  Karawang  Barat  Kabupaten  Karawang  Provinsi  Jawa  Barat,  serta

pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana

dimaksud  Pasal  165  HIR  Juncto Pasal  1868  KUHPerdata,  telah  membuktikan

hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah

sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal

7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karenanya  Pemohon   memiliki  legal

standing dalam mengajukan gugatan  a quo,  karena Pemohon adalah pihak yang

mempunyai hak dan kepentingan hukum  (persona standi in judicio) dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  Novrico  Dwijanar  S.Pd.,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Kuasa

Hukum Pemohon telah melengkapi syarat administrasi berupa fotokopi Surat Kuasa

dan  Berita  Acara  Sumpah  sebagai  advokat  dan  Kartu  Anggota  Advokat  yang

diperlihatkan  aslinya  di  persidangan  dan  masih  berlaku,  karenanya  berdasarkan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA No. 7

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

serta  Surat  Edaran  Dirjen  BADILAG  Nomor  056/DJA/HK.05/SK/I/2020  tentang

Administrasi  Perkara  dan Persidangan Secara  Elektronik,  Kuasa Hukum tersebut

telah  memiliki  legal  standing  untuk  mewakili  atau  mendampingi  Pemohon  di

persidangan;
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Menimbang, bahwa ternyata  Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan

patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  tidak  ternyata  pula  tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi

tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan  tersebut

harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa oleh  karena itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  dapat  mendamaikan  Pemohon

dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon

tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar

bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang

harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  1  Tahun 1974  Juncto Pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun

1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Juncto Pasal  143  ayat  (1)  dan  (2)

Kompilasi Hukum Islam  Juncto  Pasal 130 HIR.  Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung (PerMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  masalah  pokok  dalam perkara  ini  adalah

rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun

sejak  awal  menikah  tahun  2023 mulai  tidak  rukun  dan  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dali-dalil  permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ditujukan untuk

membuktikan identitas diri  Pemohon  dan bukti  P.2 (fotokopi  Kutipan Akta Nikah)

telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon  dengan Termohon  sebagai

suami  istri  yang  sah,  sehubungan  pertimbangan  untuk  itu  telah  dipertimbangkan

sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara

a quo, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang

menerangkan  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan

pada tanggal 10 Januari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Karawang

Barat  Kabupaten  Karawang  Provinsi  Jawa  Barat,  serta  pembuatannya  sengaja

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  materil  alat  bukti  surat.  Oleh  karenanya  majelis  menilai

hubungan Pemohon dan Termohon  sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan

Pemohon  merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;    

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan

tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 145 HIR), dan

sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 144

HIR jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  1  Pemohon

tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai teman kerja Pemohon  serta

mendukung  dalil-dalil  gugatan  Pemohon   tentang  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak 7 bulan yang lalu Pemohon

dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi

tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171 HIR,  sehingga keterangan saksi  tersebut  dapat  dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  tidak  pernah  melihat  ataupun  mendengar

Pemohon  dan  Termohon  bertengkar,  namun  saksi  2  mengetahui  Pemohon  dan

Termohon tidak tinggal bersama lagi sekitar 7 bulan, keterangan saksi 2 adalah fakta

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

maka  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  299.K/AG/2003,  tanggal  8  Juni

2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya

menerangkan  suatu  akibat  hukum  (recht  gevolg)  mempunyai  kekuatan  hukum

sebagai  dalil  pembuktian  untuk  itu  harus  dipertimbangkan  secara  cermat  dan

Yurisprudensi  MARI  Nomor  285.K/AG/2000  tanggal  10  November  2000  yang

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara
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suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan

hati  suami  istri  sudah  pecah  dan  sudah  sampai  pada  kualitas  terjadinya

pertengkaran  terus-menerus  yang  tidak  dapat  didamaikan  lagi,  oleh  karena  itu

keterangan saksi 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah

sesuai  dengan  maksud  Pasal  171  HIR.  sehingga  keterangan  saksi  2  memiliki

kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  saling

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan

dua orang saksi  tersebut memenuhi Pasal 170 HIR.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  dan  keterangan  saksi-saksi

Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;   

 Bahwa selama berpisah sejak bulan Mei 2024, Pemohon dan Termohon  tidak

lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  secara  hukum  telah  terbukti  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  lagi  mencerminkan  keadaan  rumah tangga  yang  sakinah,

mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang

diamanatkan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya

tujuan  rumah  tangga  tersebut  sudah  runtuh  yang  disebabkan  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal  sekitar 7 bulan hingga sekarang dan selama itu masing-

masing  pihak  sudah  tidak  lagi  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagaimana

layaknya suami istri;            

Menimbang,  bahwa  apabila  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian  adanya

tetap dipaksakan bersatu  justru  yang akan terjadi  kemudaratan yang lebih  besar

yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon
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dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim

berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena

dalam  hukum  Islam  menolak  mafsadah  lebih  diutamakan  dari  pada  menarik

kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi: 

 

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan)

kebaikan"; 

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan

dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi

(privat)  suatu  rumah tangga yang jarang diketahui  penyebabnya oleh  orang lain,

namun  senyatanya  dari  fakta  dipersidangan  telah  terbukti  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dengan Termohon  sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran

Menimbang,  bahwa dengan kondisi  objektif  kehidupan rumah tangga seperti

terurai  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai  rumah  tangga  seperti  itu  tidak  lagi

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-

masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa

saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak

dapat  diperbaiki  lagi  (marriage  break  down)  dan  sudah  sangat  sulit  untuk

merukunkan   Pemohon  dan  Termohon  serta  tidak  ada  lagi  prospek  pemulihan

hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana  yang dikehendaki oleh Pasal

1  Undang-Undang   Nomor  1  Tahun  1974.  Jika  perkawinan  tersebut  tetap

dipertahankan,  maka  tidak  akan  tercapai  cita-cita  dan  tujuan  perkawinan,  yakni

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang,  bahwa berkaitan  erat  dengan hal  tersebut  Majelis  Hakim perlu

mengetengahkan  petunjuk  dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah  ayat 227

yang berbunyi:
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Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

  Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  alasan  permohonan  Pemohon   telah  terbukti  dan  telah

berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud

Pasal  39  ayat  (2)   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  70  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan

dengan  mengizinkan  Pemohon   untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap

Termohon   di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  setelah  putusan  ini

berkekuatan  hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  Pasal  90  Undang-Undang

Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul  dalam

perkara ini dibebankan kepada Pemohon  yang besarnya sebagaimana  tercantum

dalam amar putusan ini;

Mengingat,  akan  semua  pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberikan izin  kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap

Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

Tigaraksa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan

tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.,

sebagai  Ketua Majelis,  Dr.  Ummi Azma, S.H.,  M.Hum.,  dan Endin Tajudin,  S.Ag,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,                             Ketua Majelis,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.        H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota, 

                                                                           Endin Tajudin, S.Ag, M.H

                                      Panitera Pengganti

                              Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pendaftaran

Proses

Panggilan

PNBP Panggilan I

Redaksi    

Materai

J u m l a h

Rp30.000,00

Rp75.000,00

Rp217.000,00

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua

ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6303/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6303/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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